' MAHKAMAH AGUNG RI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13
Telp. 3843348, 3843459, 3843541, 3843557, 3451173

3844302, 3845793, 3812347, 3457642, 3457624
TROMOL POS NO. 1020

JAKARTA 10110
Jakarta, 5 Januari 2009
Nomor : 004/SEK/01/1/2009 Kepada Yth.,
Lampiran : 1 (satu) set 1. Para Pejabat EselonI .
Perihal  : Pendayagunaan dan Percepatan 2. Para Ketua Pengadilan Tingkat
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Banding.
Tahun Anggaran 2009. di-

Tempat

Menunjuk surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Bappenas Nomor.0217/M.PPN/10/2008 tanggal 8 Oktober 2008 dan ditindaklanjuti dengan
surat Kepala Lembaga  Kebijakan Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah
Nomor.0033/KA/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 perihal sebagaimana pada pokok surat,
dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada Kuasa Perigguna Anggaran setiap Satuan Kerja agar segera mulai melakukan

persiapan proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sejak RKA-KL pagu
Definitif disetujui DPR bulan Nopember — Desember 2008 walaupun DIPA 2009
belum disahkan dengan catatan telah mendapat kepastian alokasi anggaran untuk tahun
anggaran 2009. ‘

. Untuk mengatasi keterbatasan Panitia yang memiliki sertifikat ahli pengadadn maka

setiap satuan kerja wajib membentuk Unit Layanan Pengadaan, bagi Pejabat Pembuat
Komitmen kewajiban memiliki sertifikat ahli pengadaan baru akan dilaksanakan tahun
2010, sementara ini cukup memiliki/menggunakan sertifikat pelatihan pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

. Adapun pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimaksud agar tetap mengacu

pada Keputusan Presiden Nomor.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor.95 tahun 2007
(Perubahan terahir).

Demikian untuk menjadi perhatian agar dilaksanakan. sebagaimana mestinya.
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Sekretaris Mahkamah Agung RI
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.Rum Nessa,SH,MH.

Tembusan Yth.,

1. Ketua Muda Bidang Pembinaan Mahkamah Agung RI.
2. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi MA-RI.
3. Kepala Biro Keuangan MA-RI.




